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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR &5 mum 2021

TENTANG

KEWENANGAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang

SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

: a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Dalam

Negeri Nomor 061/5875/0OTDA tentang Pertimbangan
Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan
Birokrasi dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
800/8572/OTDA  tentang Persetujuan Penyetaraan
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah se Provinsi
Jawa Barat, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 99
Tahun 2020 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi perlu ditinjau

kembali dan dilakukan pencabutan;

. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kewenangan, Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara



Republik  Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

" Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

10.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang
Pedoman Nomen klatur Perangkat Daerah Provinsi Dan
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan
Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1237);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

11.

12.

13.

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 61);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 525);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020



Menetapkan

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

PERATURAN - BUPATI TENTANG KEWENANGAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Bekasi;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Bupati adalah Bupati Bekasi,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bekasi; »

Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bekasi,

Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bekasi;

Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Bekasi.

Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bekasi;

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana pada Dinas yang
melaksanakan Kkegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis tertentu;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai
Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka
mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas;

Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan Kkegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Badan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan;



15.

16.

17.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untukperiode S (lima) tahun
terhitung sejak Kepala Daerah dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

- disebut RKPD adalah dokumen perencanaan

18.

19.

20.

21.

22.

pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RENSTRA adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode S (lima) tahun;

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai
dasar penyusunan APBD;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen
yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan
Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;

Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah
lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

" instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

23.

24.

25.

lebih rendah untukm elaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja;

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis Instansi Pemerintah dan dijadikan
pedoman dalam penyunan program dan kegiatan;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang
akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah  untuk
mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi
dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan
pelaksanaan  pemerintahan yang lebihberdayaguna,
berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun
secara berkala;

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu)



26.

27.

28.

29.

30.

31.

(1)

tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada
Pemerintah; :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang
selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa
informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1
(satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang
disampaikan oleh Bupati kepada DPRD;

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah,;

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah
perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah
lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan
pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya
disingkat KLHS adalah kajian yang harus dilakukan
pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan
lahan maupun hutan;

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat DIKPLHD
adalah dokumen yang disusun untuk mendukung
terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang berisikan data dan informasi lingkungan hidup
yang dikemas dalam suatu sistem informasi yang
memadai, handal dan terkini.

BAB II
KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 2
Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib di
bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan wajib
di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu sub
urusan persampahan.
Dalam menyelenggarakan urusan Bidang Lingkungan

- Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

mempunyai kewenangan :

a. Perencanaan Lingkungan Hidup;

b. KLHS;

c. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup;

d. Keanekaragaman Hayati



e. Limbah B3
f. Urusan penaatan hukum lingkungan dan peningkatan
kapasitas lingkungan hidup.

(3) Dalam menyelenggarakan urusan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan di bidang
persampahan  yaitu pengembangan sistem dan
pengelolaan persampahan regional dalam daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
wajib di bidang lingkungan hidup dan urusan
pemerintahan wajib di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang yaitu sub urusan persampahan yang
menjadi kewenangan daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan,
menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang Urusan
Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Persampahan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam  menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
dan persampahan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan
pelayanan umum di bidang lingkungan hidup dan
persampahan;



C.

d.

pengawasan dan pembinaan tugas bidang lingkungan
hidup dan persampahan;

Pengelolaan administrasi kesekretariatan.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pimpinan adalah Kepala Dinas;
Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Sub Bagian;
dan
Pelaksana adalah Bidang, Unit Pelaksana Teknis Daerah,
Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan
Pelaksana.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

Organisasi Dinas terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan Kelompok
Jabatan Fungsional;

d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup Kelompok Jabatan Fungsional,

e. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Persampahan
Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Penaataan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup Kelompok Jabatan Fungsional;

g. UPTD;

i. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan
dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan diberikan
tugas tambahan sebagai Sub Koordinator;

Bagan Struktur Organisasi Dinas tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin,
merumuskan, mengoordinasikan, membina, dan
mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan
Pemerintahan di bidang tata lingkungan, bidang
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup, bidang pengelolaan dan pengendalian
persampahan, bidang penaataan dan penegakan hukum
lingkungan hidup.

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas pokoknya

mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan Kkebijakan teknis di
bidang lingkungan hidup dan persampahan;

b. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah dan pelayanan umum di bidang lingkungan
hidup dan persampahan;

c. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan,pelaksanaan
dan evaluasi tugas di bidang lingkungan hidup dan
persampahan;

d. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan administrasi
kesekretariatan.

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas manajerial sebagai
berikut:

a. merumuskan dan menetapkan bahan penyusunan
RPJPD, RPUMD, RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA,
PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup
Dinas;

b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
di lingkup Dinas; dan

c. merumuskan dan menyelenggarakan koordinasi
dengan instansi terkait.

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsinya, mempunyai uraian tugas utama sebagai

berikut:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang
lingkungan hidup daerah;



()

(2)

(3)

b. merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang
pengelolaan persampahan daerah;

c. merumuskan dan menyelenggarakan urusan
pemerintahan wajib di bidang lingkungan hidup dan
persampahan;

d. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan
rencana kerjasama terkait pelaksanaan kewenangan
dan tugas Dinas;

e. merumuskan dan menetapkan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (RPPLH dan KLHS);

f. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan
barang milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang
dikuasai oleh Dinas; dan

g. merumuskan dan menyelenggarakan pengawasan atas
pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang sebagai
berikut :

a. merumuskan dan menetapkan bahan penyusunan
rencana dan mengevaluasi pelaksanaan tugas,
menginvetarisasi permasalahan lingkup tugas serta
mencari alternatif pemecahannya, menyusun laporan
pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
Bupati;

c. member petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan
koordinasid engan unit kerja terkait serta penyusunan
bahan pengkajian di bidang perencanaan, pengelolaan
keuangan, administratif ketatausahaan dan pengelolaan
arsip, pengelolaan kepegawaian, kehumasan serta
pengelolaan barang milik daerah.

Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas pokoknya,
mempunyai fungsi:



(5)

(6)

a. pengkoordinasian rencana program dan kegiatan serta
pengkoordinasian penyusunan bahan laporan program
dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja lingkup dinas;

b. pengkoordinasian kegiatan operasional perencanaan,
administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian,
kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta
pengelolaan keuangan,;

c. pengkoordinasiaan pelaksanaan tugas unit Kerja di
lingkup Sekretariat Dinas; dan

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat berupa pengkajian kebijakan teknis
di bidang kesckretariatan.

Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsinya, membawahkan :

a. Sub Bagian Keuangan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya,

mempunyai uraian tugas manajerial sebagai berikut :

a. menyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan
RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA,
PK, IKU,LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup
Sekretariat;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi
kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk
teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan  pelaksanaan  program  dan
kegiatan di lingkup Sekretariat; dan

c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi
pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas utama sebagai
berikut :

a. menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan dan
program kerja sekretariat dan bahan perumusan
kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan
kepegawaian, perencanaan dan keuangan,;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi di
bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan
keuangan;

c. menyelenggarakan pengkajian bahan pemantauan dan
evaluasi administrasi keuangan, administrasi
kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

d. menyelenggarakan  pengkajian bahan  rumusan
kebijakan anggaran Dinas;



(7)

(1)

(3)

e. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi urusan
rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas;

f. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi
dokumentasi peraturan perundang-undangan,
protokol dan hubungan masyarakat;

g. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi
pengelolaan naskah dinas dan kearsipan,;

h. menyelenggarakan  pengkajian  bahan fasilitasi
pembinaan jabatan fungsional.

Sekretaris Dalam melaksanakan tugas pokoknya,

mempunyai uraian tugas penunjang sebagai berikut :

a. menyelenggarakan pengkajian bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang
berlaku;

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan
teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta
pelaporan tugas di bidang keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dalam menyelenggarakan

tugas pokok dan fungsinya, mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan
teknis di bidang keuangan,;

b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan
unit kerja terkait di bidang keuangan; dan

c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di
bidang keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dalam menyelenggarakan

tugas pokok dan fungsinya, mempunyai uraian tugas

manajerial sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP,



Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Sub
Bagian Keuangan;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
penyusunan rencana operasional berupa petunjuk
teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan pelaksanaan program  dan
kegiatan di lingkup Sub Bagian Keuangan; dan
melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi
pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait.

(5) Kepala Sub Bagian Keuangan Dalam menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsinya, mempunyai uraian tugas
utama sebagai berikut:

a.

melaksanakan penyusunan bahan koordinasi
kebijakan serta melaksanakan penyusunan bahan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
keuangan Dinas;

melaksanakan penyusunan bahan koordinasi rencana
opersional serta melaksanakan penyusunan bahan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaanr rencana
operasional keuangan Dinas;

melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi
pengelolaan keuangan meliputi membantu verifikasi
kelengkapan dokumen penerbitan dan pengajuan
Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-
UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-
GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
(SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (SPP-LS) sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi
pengelolaan keuangan meliputi membantu verifikasi
kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban
penggunaan uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambah uang persediaan;

melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Laporan
Realisasi Semester Pertama Pendapatan dan Belanja
Dinas serta Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester
pertama tahun anggaran berkenaan berakhir;
melaksanakan penyusunan bahan koordinasi laporan
keuangan tahun anggaran berkenaan dan
disampaikan kepada kepala Dinas untuk ditetapkan
sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan; dan

melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan
pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan.



(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Kepala Sub Bagian Keuangan dalam menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsinya, mempunyai uraian tugas
penunjang sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan,

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

c. memberi petunjuk dan membagi tugas Kkepada
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang
berlaku; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan

pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit
kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang administratif
ketatausahaan dan pengelolaan arsip, pengelolaan
kepegawaian, kehumasan serta pengelolaan barang milik

daerah. .

Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya,

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan
teknis pengelolaan kepegawaian, penatausahaan
surat-menyurat, kehumasan, urusan rumahtangga
dan pengelolaan barang milik daerah;

b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan
unit kerja terkait di bidang pengelolaan kepegawaian,
penatausahaan surat-menyurat, kehumasan, urusan
rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah;
dan

c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di
bidang pengelolaan kepegawaian, penatausahaan
surat-menyurat, kehumasan, urusan rumah tangga
dan pengelolaan barang milik daerah.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya,

mempunyai uraian tugas manajerial sebagai berikut:

a. melaksanakanp enyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP,



LaporanKeuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
penyusunan rencana operasional berupa petunjuk
teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan  pelaksanaan  program  dan
kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi
pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

(5) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, mempunyai

uraian tugas utama sebagai berikut :

a.

melaksanakan  penyusunan bahan  perumusan
kebijakan teknis operasional dan melaksanakan tugas
operasional dan administratif di bidang pengelolaan
kepegawaian, penatausahaan surat-menyurat,
kehumasan, urusan rumah tangga dan pengelolaan
barang milik daerah pada Dinas;

melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan
dan melaksanakan tugas operasional dan administratif
di bidang pengelolaan kepegawaian, penatausahaan
surat-menyurat, kehumasan, urusan rumah tangga
dan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;

melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan
koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
meliputi rencana kebutuhan, pemeliharaan,
pencatatan, pengusulan penghapusan, pengusulan
dan pelaksanaan pemindahan barang milik daerah,
serta sertifikasi atas bidang tanah yang berada dalam
penguasaan Dinas; |

melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi urusan
rumah tangga dinas meliputi pengadaan
perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan ringan dan
penataan gedung kantor serta pendistribusian
keperluan alat tulis kantor (ATK) Dinas;

melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi
penatausahaan surat-menyurat, pengeloiaan tata
naskah serta penyusunan profil Dinas;
kegiatankehumasan dan pengelolaanpusatarsip

(Record Center) Dinas;

melaksanakan penyusunan bahan rencana kegiatan
kehumasan dan pengelolaan pusat arsip (Record
Center) Dinas;



melaksanakan urusan administrasi kepegawaian
meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan
(DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/
Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Taspen,
taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai,
penyusunanan alisis jabatan dan analisis beban kerja,
membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin
diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah,
usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan
Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional,
pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep
usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku,
membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai,
membuat usulan pemberhentian dan
pengangkatandari dan dalam jabatan, membuat dan
atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai
sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan
pengelolaan Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP);

melaksanakan penyusunan bahan koordinasi rencana
peningkatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan yang
dibutuhkan pegawai kepada instansi yang terkait; dan
melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan
pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian.

(6) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dalam
menyelenggarakan  tugas pokok dan  fungsinya,
mempunyai uraian tugas penunjang sebagai berikut :

a.

melaksanakan penyusunan bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan,

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

memberi petunjuk dan membagi tugas kepada
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang
berlaku; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 12

(1) Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi perencanaan
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.



(2)

(3)

(4)

(5)

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan
pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit
kerja terkait serta pelaporan tugas teknis pada fungsi
perencanaan.

Sub  Koordinator dalam  melaksanakan  tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan
teknis pada fungsi perencanaan;

b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan
unit kerja terkait pada fungsi perencanaan; dan

c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas pada
fungsi perencanaan.

Sub Koordinator dalam melaksanakan tugas pokoknya,

mempunyai rincian tugas manajerial sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP,
Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup pada
fungsi perencanaan,

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
penyusunan rencana operasional berupa petunjuk
teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
mengkoordinasikan  pelaksanaan  program  dan
kegiatan di lingkup fungsi perencanaan; dan

c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan
koordinasi perencanaan antar unit kerja.

Sub Koordinator dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, mempunyai rincian tugas utama sebagai
berikut:

a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan
kebijakan dan pedoman teknis perencanaan program
dan kegiatan serta memfasilitasi penyusunan bahan
kebijakan dan pedoman teknis Dinas;

b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi
pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan pedoman
teknis Dinas;

c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi RPJPD,
RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA, serta menyusun
bahan pembahasan penyusunan RKA dan DPA Dinas;

d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi IKU dan
PK serta menyusun bahan pembahasan penyusunan
LAKIP Dinas;

e. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan
evaluasi program dan kegiatan pada Dinas;

f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan
koordinasi LPPD Dinas;



g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan
koordinasi LKPJ Tahunan dan Lima Tahunan Dinas;
dan

h. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan
pelaporan  pelaksanaan kegiatan pada fungsi
perencanaan.

(6) Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan

(1)

(2)

(3)

fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang sebagai

berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

c. member petunjuk dan membagi tugas kepada pegawai
dibawah ruang lingkup koordinasi sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 3
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 13

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang Tata Lingkungan.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam menyelenggarakan

tugas pokoknya, mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional bidang
tata lingkungan;

b. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi terkait tata
lingkungan; dan

c. pemantauan evaluasi, dan pelaporan bidang tata
lingkungan.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam menyelenggarakan

tugas pokok dan fungsinya, membawahi :

a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
yang melaksanakan fungsi Inventarisasi Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RPPLH dan KLHS);



b.

Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
yang melaksanakan fungsi Kajian Dampak
Lingkungan;

Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
yang melaksanakan fungsi Penataan Lingkungan
Hidup.

(5) Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam menyelenggarakan

tugas pokok dan fungsinya, mempunyai uraian tugas

manajerial sebagai berikut:

a.

menyelenggarakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP, Laporan
Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan Pclaksanaan
Reformasi Birokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya,

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi
pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam menyelenggarakan

tugas pokok dan fungsinya, mempunyai uraian tugas

utama sebagai berikut:

a.

menyelenggarakan penyusunan dokumen RPPLH,
koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan RPPLH;

menyelenggarakan penentuan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup dan mengkoordinasikan
penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung
dan daya tampung lingkungan;

menyelenggarakan penyusunan instrumen ekonomi
lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, inekanisme
insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
menyelenggarakan  sinkronisasi RLPLH  Provinsi,
Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

menyelenggarakan penyusunan NSDA dan LH, Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup dan dokumen informasi
kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLH) ;
menyelenggarakan penyusunan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis, fasilitasi keterlibatan masyarakat
dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi KLHS;
menyelenggarakan koordinasi penyusunan instrument
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan,
Audit LH, Analisis resiko LH) dan menyelenggarakan
penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan
UKL/UPL);



(7)

(1)

(3)

(4)

h. menyelenggarakan penyusunan tim kajian dokumen
lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim
pakar dan konsultan);

Bidang Tata Lingkungan dalam menyelenggarakan tugas
pokok dan fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang
sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

c. memberi petunjuk dan membagi tugas Kkepada
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang
berlaku; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Inventarisasi
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RPPLH dan KLHS)
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan
administrasi pada fungsi inventarisasi rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
kajian lingkungan hidup strategis (RPPLH dan KLHS).

Sub  Koordinator dalam  melaksanakan  tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

a. penyiapan rencana kebijakan operasional pada fungsi
inventarisasi RPPLH dan KLHS;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional pada
fungsi inventarisasi RPPLH dan KLHS;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pada fungsi
inventarisasi RPPLH dan KLHS; dan

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan pada fungsi
inventarisasi RPPLH dan KLHS.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas manajerial sebagai
berikut :



(5)

()

a. melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP, Laporan
Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan
unit kerja terkait.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas utama sebagai
berikut :

a. melaksanakan inventarisasi data dan informasi
sumber daya alam,;

b. melaksanakan penyusunan dokumen RPPLH serta
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
RPPLH;

c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan
RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD;

d. melaksanakan penentuan daya dukung dan daya
tamping lingkungan hidup;

e. melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang
berbasis daya dukung dan dayatampung lingkungan
hidup;

f. melaksanakan penyusunan instrument ekonomi
lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme
insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

g. sinkronisasi RLPLH Provinsi Pulau/Kepulauan dan
Ekoregion;

h. melaksanakan penyusunan NSDA dan LH serta
Penyusunan Dokumen Informasi kinerja pengelolaan
Lingkungan Hidup; ‘

i. melaksanakan penyusunan indeks Kualitas
Lingkungan Hidup;

j. melaksanakan penyusunan dan pengesahan KLHS
serta pemantauan dan evaluasi KLHS; dan

k. melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam
pelaksanaan KLHS serta fasilitasi pembinaan
penyclenggaraan KLHS.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang sebagai
berikut :



(2)

(3)

(4)

a. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/ataukegiatan kepada atasan;

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pegawai
dibawah ruang lingkup koordinasi sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 15

Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Kajian
Dampak Lingkungan berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan
administrasi pada fungsi kajian dampak lingkungan.

Sub  Koordinator dalam  melaksanakan  tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

a. penyiapan rencana kebijakan operasional pada fungsi
kajian dampak lingkungan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional pada
fungsi kajian dampak lingkungan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pada fungsi
kajian dampak lingkungan; dan

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan pada fungsi
kajian dampak lingkungan. ‘

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas manajerial sebagai
berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP,
Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya,;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan



(5)

(2)

c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan
unit kerja terkait.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas utama sebagai
berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan  perumusan
kebijakan kebijakan kajian dampak lingkungan;

b. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan
evaluasi kebijakan kajian dampak lingkungan,

c. melaksanakan koordinasi penyusunan instrument
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan,
Audit LH, Analisis resiko LH);

d. melaksanakan penilaian terhadap dokumen
lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);

e. melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen
lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim
pakar dan konsultan);

f. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan dan
pengawasan izin lingkungan lingkup daerah; dan

g. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan
pelaporan kegiatan pada fungsi Kajian Dampak
Lingkungan.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang sebagai
berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan,;

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pegawai
dibawah ruang lingkup koordinasi sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 16

Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Penataan
Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan
administrasi pada fungsi penataan lingkungan hidup;



(3)

(5)

Sub Koordinator dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

a. penyiapan rencana kebijakan operasional pada fungsi
penataan lingkungan hidup;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional pada
fungsi penataan lingkungan hidup;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi terkait pada
fungsi penataan lingkungan hidup; dan

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan pada fungsi
penataan lingkungan hidup.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas manajerial sebagai
berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP,
Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan
unit kerja terkait.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsinya, mempunyai uraian tugas utama sebagai

berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan perlindungan,
pengawetan dan pencadangan serta pemanfaatan
secara lestari sumber daya alam;

b. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim;

c. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan
profil misi GRK;

d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan
konservasi keanekaragaman hayati;

e. melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan
konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan
pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

f. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan
pengelolaan database keanekaragaman hayati;

g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan
pelaksanaan keanekaragaman hayati;



(1)

(2)

(3)

h. melaksanakan penyelesaian konflik dalam
pemanfaatan keanekaragaman hayati;

i. melaksanakan penilaian kajian pembuangan air
limbah;
j. melaksanakan pengendalian, pemantauan, analisa dan

evaluasi pelaporan dokumen lingkungan; dan

k. melaksankan penyusunan bahan evaluasi dan
pelaporan kegiatan pada fungsi penataan lingkungan
hidup.

(6) Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang sebagai

berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pegawai
dibawah ruang lingkup koordinasi sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 4
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

Pasal 17

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok perumusan dan
pclaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas

pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup;



(4)

(5)

6)

penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup;

penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup; dan

pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas pokok
dan fungsinya, membawahi :

a.

b.

Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
yang melaksanakan fungsi Pemantauan Lingkungan;
Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
yang melaksanakan fungsi Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup;

Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
yang melaksanakan fungsi Penanggulangan Kerusakan
Lingkungan Hidup.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas pokok
dan fungsinya, mempunyai uraian tugas manajerial sebagai
berikut:

a.

menyelenggarakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP, Laporan
Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi
pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas pokok
dan fungsinya, mempunyai uraian tugas utama sebagai
berikut:

a.

menyelenggarakan pengkajian bahan pemantauan
kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, dan
kualitas pesisir dan laut;

menyclenggarakan pengkajian bahan penentuan baku
mutu lingkungan;

menyeclenggarakan  pengkajian bahan pengadaan
sarana prasarana pemantauan lingkungan
(laboratorium lingkungany);



(7)

(1)

(2)

(3)

d. Menyelenggarakan pengkajian bahan implementasi
sistem monitoring pengelolaan limbah B3 industri dan
non industri;

e. Menyelenggarakan  pengkajian bahan  verifikasi
lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan
administrasi dan teknis penyimpanan sementara
limbah B3;

f. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan lingkungan
hidup terhadap kegiatan dan/atau usaha dalam skala
kabupaten/kota;

g. menyelenggarakan pengkajian bahan pemantauan
sumber pencemar institusi dan non institusi;

h. Menyelenggarakan pengkajian bahan pemantauan
institusi dan non institusi kegiatan pengelolaan limbah
padat non B3; dan

i. menyelenggarakan penanggulangan pencemaran
(pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian)
sumber pencemar institusi dan non institusi.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas pokok

dan fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang sebagai

berikut:

a. menyelenggarakan pengkajian bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginventarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan,;

c. memberi petunjuk dan membagi tugas Kkepada
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang
berlaku; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 18

Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Pemantauan
Lingkungan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan
administrasi pada fungsi pemantauan lingkungan.

Sub Koordinator  dalam melaksanakan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:



(4)

(5)

a. penyiapan rencana kebijakan operasional pada fungsi
pemantauan lingkungan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional pada
fungsi pemantauan lingkungan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pada fungsi
pemantauan lingkungan;

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada fungsi
pemantauan lingkungan.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas manajerial sebagai
berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP,
Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya,

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan  pelaksanaan program dan
kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan
unit kerja terkait.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsinya, mempunyai uraian tugas utama
sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan

kualitas air;

b. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan
kualitas udara;

c. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan
kualitas tanah;

d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan
kualitas pesisir dan laut;

e. melaksanakan penyusunan bahan penentuan baku
mutu lingkungan; dan

f. melaksanakan penyusunan bahan pengadaan sarana
dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium
lingkungan).

g. melaksanakan implementasi Sistem = Monitoring

Pengelolaan Limbah B3 Industri dan Non Industri;

h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi lapangan
untuk memastikan pemenuhan persyaratan
administrasi dan teknis penyimpanan sementara
limbah B3;



(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

i. melaksanakan pembinaan pengelolaan lingkungan
hidup terhadap kegiatan dan/ atau usaha dalam skala
Daerah; dan

j- melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan

laporan kegiatan pada fungsi Pemantauan Lingkungan.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang sebagai
berikut :

a. melaksanakan rencana dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas, menginvetarisasi permasalahan lingkup tugas
serta mencari alternatif pemecahannya, menyusun
laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasan;

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pegawai
dibawah ruang lingkup koordinasi sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 19

Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Pengendalian

“Pencemaran Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan
administrasi pada fungsi pengendalian pencemaran
lingkungan hidup.

Sub Koordinator dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

a. penyiapan rencana kebijakan operasional pada fungsi
pengendalian pencemaran lingkungan hidup;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional pada
fungsi pengendalian pencemaran lingkungan hidup;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pada fungsi

pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan pada fungsi
pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas manajerial sebagai
berikut:



(5)

()

melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP,
Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya,

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan
unit kerja terkait.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas utama sebagai berikut:

a.

melaksanakan penyusunan bahan  pemantauan
institusi dan non institusi pengelolaan limbah padat
non B3;

melaksanakan penyusunan bahan penanggulangan
pencemaran (pembersihan, informasi, pengisolasi serta
penghentian) sumber pencemar institusi dan non
institusi;

melaksanakan penyusunan bahan pemulihan
pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan
restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
melaksanakan penyusunan bahan penentuan baku
mutu sumber pencemar,

melaksanakan penyusunan bahan pengembangan
sistem informasi kondisi, potensi dampak dan
pemberian  peringatan akan pencemaran atau
kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan
terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar
institusi dan non institusi;

melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi
hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non
institusi;

melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan
pelaporan  kegiatan pada  fungsi pengendalian
pencemaran lingkungan hidup.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang sebagai
berikut:

a.

melaksanakan penyusunan bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif



(1)

(2)

(3)

(4)

pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan,

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan,;

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pegawai
dibawah ruang lingkup koordinasi sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 20
Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi
Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang;

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan
administrasi pada fungsi penanggulangan Kkerusakan
lingkungan hidup;

Sub Koordinator dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

a. penyiapan rencana kebijakan operasional pada fungsi
penanggulangan kerusakan lingkungan hidup;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional pada
fungsi penanggulangan kerusakan lingkungan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pada fungsi
penanggulangan kerusakan lingkungan hidup; dan

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan pada fungsi
penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas manajerial sebagai

“berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP,
Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan

lingkup tugasnya;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan



(5)

(6)

C.

melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan
unit kerja terkait.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas utama sebagai
berikut :

a.

melaksanakan penyusunan bahan penentuan Kriteria
baku kerusakan lingkungan;

melaksanakan penyusunan bahan pemantauan
kerusakan lingkungan;

melaksanakan penyusunan bahan penanggulangan
(pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian)
kerusakan lingkungan; dan

melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi,
rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

melaksanakan  penyusunan bahan  perumusan
kebijakan teknis pengendalian kerusakan lingkungan.

melaksanakan penyusunan bahan inventarisasi
kerusakan lingkungan,;

melaksanakan penyusunan bahan inventarisasi dan
identifikasi lahan kritis;

melaksanakan penyusunan bahan pemulihan lahan
kritis dan kerusakan lahan akibat tercemar limbah B3;

melaksanakan pemetaan dan inventarisasi dampak
kerusakan lahan;

melaksanakan penyelenggaraan sekolah berbudaya
lingkungan (Adiwiyata); dan

melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan
pelaporan kegiatan pada fungsi Penanggulangan
Kerusakan Lingkungan Hidup.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang sebagai
berikut :

a.

melaksanakan penyusunan bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan,;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan,
memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pegawai

dibawah ruang lingkup koordinasi sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 5
Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan
Pasal 21

Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan
dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan
mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional bidang pengendalian dan pengelolaan
persampahan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan
dalam menyelenggarakan tugas pokok, mempunyai fungsi
sebagai berikut :

a. penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan
sistem persampahan regional Daerah;

b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
pengendalian dan pengelolaan persampahan;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang pengendalian dan pengelolaan persampahan;

d. penyiapan bimbingan teknisi dan supervisi di bidang
pengendalian dan pengelolaan persampahan; dan

e. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengendalian dan pengelolaan persampahan.

Kcpala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan

dalam meyelenggarakan tugas pokok dan fungsi,

membawahkan :

a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
yang melaksanakan fungsi Pengendalian Persampahan;

b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Persampahan;

c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
yang melaksanakan fungsi Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan;

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan

dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya,

mempunyai uraian tugas manajerial sebagai berikut :

a. menyelenggarakan pengkajian bahan RPJPD, RPJMD,
RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP,
Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan



(6)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan
unit kerja terkait.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan
dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya,

mempunyai uraian tugas utama sebagai berikut :

a.

menyelenggarakan pengkajian bahan perumusan
kebijakan dan pedoman teknis serta pelaksanaan dan
evaluasi  kebijakan penanganan sampah dan
pengurangan sampah;

menyelenggarakan pengkajian bahan pengelolaan
informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah;

menyelenggarakan pengkajian bahan perumusan dan
pengoordinasian pengembangan pengelolaan
persampahan regional Daerah;

menyelenggarakan pengkajian bahan penetapan lokasi
tempat TPS, TPST dan TPA sampabh;

menyelenggarakan pengkajian bahan perumusan
kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap
kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak
swasta,

menyelenggarakan pengkajian bahan pelaksanaan
kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan
dengan badan usaha pengelola sampah dalam
menyelenggarakan pengelolaan sampah;

menyelenggarakan pengkajian bahan pengelolaan dan

pengawasan izin pengelolaan, pengumpulan,
pengangkutan dan pemrosesan akhir persampahan
(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan

pencabutan) dalam satu Daerah;

menyelenggarakan pengkajian bahan pengelolaan
retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
menyelenggarakan pengkajian  bahan pemberian
kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir
sampah;

menyelenggarakan pengkajian bahan penetapan target

pengurangan sampah berbasis teknologi dan prioritas
jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu serta
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membuat penyusunan dan pelaksanaan sistem
tanggap darurat dalam pengelolaan sampabh;

k. menyelenggarakan kebutuhan dan kelengkapan serta
pemeliharaan sarana dan prasarana fisik dan non fisik
dalam pengendalian dan pengawasan penanganan
sampah; dan

1. menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan, pelatihan,
serta menyediakan fasilitas pendaurulangan sampah
untuk meningkatkan peran serta masyarakat terkait
pengelolaan dan pengendalian persampahan.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Persampahan
dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya,
mempunyai uraian tugas penunjang sebagai berikut :

a. menyelenggarakan pengkajian bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas scrta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada

atasan,

c.. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada
bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang
berlaku; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 22

Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Pengendalian
Persampahan berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan
administrasi pada fungsi pengendalian persampahan.

Sub Koordinator dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

a. penyiapan rencana kebijakan operasional pada fungsi
pengendalian persampahan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional pada
fungsi pengendalian persampahan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pada fungsi
pengendalian persampahan; dan

d. pemantauanevaluasi, dan pelaporan pada fungsi
pengendalian persampahan.



(4)

(5)

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas manajerial sebagai
berikut :

a.

Melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP,
Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya;

Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan
unit kerja terkait.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas utama sebagai
berikut :

a.

b.

melaksanakan penyusunan bahan perumusan
kebijakan penanganan sampah Daerah;

melaksanakan penyusunan bahan koordinasi
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan
pemrosesan akhir sampah tingkat Daerah;

melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dengan
kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan
usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan
pengelolaan sampah;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian
persampahan dan sampah liar serta monitoring kinerja
petugas kebersihan;

melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan dan
pelaporan pemungutan retribusi atas jasa layanan
pengelolaan sampah;

melaksanakan  penyusunan bahan  perumusan
pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan
pemrosesan akhir sampabh;

melaksanakan penyusunan bahan analisa, pengelolaan
dan penyajian data laporan pengendalian, pengawasan
dan penanggulangan masalah sampah  yang
merupakan tindak lanjut dari pelaporan/keluhan
masyarakat;

melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan dan
pengawasan perizinan pengumpulan dan
pengangkutan persampahan (pengajuan,
perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu
daerah Kabupaten;




(1)

(2)

(3)

i. melaksanakan penetapan lokasi tempat TPS, TPST,
dan TPA sampah;

j. melaksanakan penyusunan bahan  perumusan

pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan
sampah yang dilaksanakan oleh pihak swasta (Badan
Usahal);

k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan
pelaporan  kegiatan pada fungsi Pengendalian
Persampahan.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang sebagai
berikut:

a. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pegawai
dibawah ruang lingkup koordinasi sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 23

Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Pengelolaan
Persampahan berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan
administrasi pada fungsi pengelolaan persampahan.

Sub Koordinator dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

a. penyiapan rencana kebijakan operasional pada fungsi
pengelolaan persampahan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional pada
fungsi pengelolaan persampahan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pada fungsi
pengelolaan persampahan; dan

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan pada fungsi
pengelolaan persampahan.



(4)

(5)

(6)

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas manajerial sebagai
berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP,
Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melaksanakan
penyusunan bahan kebijakan teknis rencana
operasional berupa petunjuk teknis dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) serta mengkoordinasikan
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan
unit kerja terkait;

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsinya, mempunyai uraian tugas utama sebagai

berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan informasi
pengelolaan sampah tingkat Daerah;

b. melaksanakan penyusunan bahan penetapan target
pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah
untuk setiap kurun waktu tertentu;

c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan
kebijakan pengurangan sampah salah satunya dengan
pengurangan sampah berbasis teknologi;

d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan
pembatasan timbunan sampah kepada
produsen/industri;

e. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem
tanggap darurat dalam pengelolaan sampah;

f. melaksanakan penyusunan bahan Pembinaan
penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang
mampu diurai oleh proses alam dan pemanfaatan
kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

g. melaksanakan sosialisasi, pembinaa, pelatihan
dengan sistem Pola 3R (reduce, reuse, recyle) untuk
meningkatkan peran serta masyarakat terkait
pengelolaan persampahan;

h. melaksanakan penyediaan fasilitasi pendaur ulangan
sampah serta menyiapkan bahan pemberian bantuan
teknis pengelolaan persampahan kepada kecamatan,
pemerintah desa, dan masyarakat;

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang sebagai
berikut:
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a. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan,

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pegawai
dibawah ruang lingkup koordinasi sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 24

Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan
administrasi pada fungsi sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan.

Sub Koordinator dalam melaksanakan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

a. penyiapan rencana Kebijakan operasional pada fungsi
sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional pada
fungsi sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan;

c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi pada
fungsi sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan;

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan pada fungsi
sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas manajerial sebagai
berikut :

a. Melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP,
Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta



(5)

(5)

mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan lingkup tugasnya;

Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan
unit kerja terkait.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsinya, mempunyai uraian tugas utama sebagai berikut:

a.

melaksanakan penyusunan bahan inventarisasi
kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan;

melaksanakan penyusunan bahan penyediaan dan
pengadaan serta pendistribusian sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan;

melaksanakan penyusunan bahan pemeliharaan
sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;

melaksanakan penyusunan bahan  inventarisasi
kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendaur ulangan sampah;

melaksanakaan penyusunan bahan monitoring dan
pelaporan kondisi dan pemanfaatan sarana prasarana
pengelolaan persampahan yang telah didistribusikan;

melaksanakan  penyusunan bahan  pengusulan,
koordinasi dan fasilitasi peningkatan
kompetensi/sertifikasi operator alat sarana dan
prasarana pengelolaan persamapahan; dan

melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan
pelaporan kegiatan pada fungsi Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang sebagai
berikut:

a.

melaksanakan penyusunan bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan,;

memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pegawai
dibawah ruang lingkup koordinasi sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



Paragraf 6

Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

(1)

(3)

(4)

(5)

Pasal 25

Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di

bidang Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup.

Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas

pokoknya, mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
penaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup. :

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidang penaatan dan penegakan hukum lingkungan
hidup.

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang
penaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup;

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan bidang penaatan
dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Kepala Bidang Penaatan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup Dalam menyelenggarakan tugas pokok
dan fungsinya, membawahi :

a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
yang melaksanakan fungsi Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
yang melaksanakan fungsi Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup; dan

c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
yang melaksanakan fungsi Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup.

Kepala Bidang Penaatan dan Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas pokok

dan fungsinya, mempunyai uraian tugas manajerial sebagai

berikut :

a. Menyelenggarakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP, Laporan
Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan



()

Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi
pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Kepala Bidang Penaatan dan Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas pokek

dan fungsinya, mempunyai uraian tugas utama sebagai

berikut :

a. menyelenggarakan pengkajian bahan perumusan tata
cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup;

b. menyelenggarakan sosialisasi tata cara pengaduan;

menyelenggarakan pengembangan sistem informasi
penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha
dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

d. menyelenggarakan tata cara pengawasan terhadap
penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

e. menyelenggarakan penegakan hukum atas
pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

f. menyelenggarakan penyidikan perkara pelanggaran
lingkungan hidup;

g. menyelenggarakan pengusulan dan koordinasi
peningkatan kompetensi penyuluhan lingkungan
hidup;

h. menyelenggarakan pengkajian bahan pelaksanaan
penyuluhan lingkungan hidup;

i.  menyelenggarakan penilaian dan pemberian
penghargaan lingkungan hidup;

j. menyelenggarakan pengkajian bahan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penaatan dan
Penegakan hukum Lingkungan Hidup.

Kepala Bidang Penaatan dan Penegakan hukum

Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas pokok

dan fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang sebagai

berikut :

a. menyelenggarakan pengkajian bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternative
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan,

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan,
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c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada

bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang
berlaku; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 26

Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan
administrasi pada fungsi pengaduan dan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup.

Sub Koordinator  dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

a. penyiapan rencana kebijakan operasional pada fungsi
pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan
hidup;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional fungsi
pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan
hidup;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi fungsi
pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan

hidup;

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan fungsi
pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan
hidup;

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas manajerial sebagai
berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP,
Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan
unit kerja terkait.



(5)

(6)

(1)

(2)

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsinya, mempunyai uraian tugas utama sebagai berikut:

a. melaksanakan  penyusunan bahan  perumusan
kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan
penyelesaian pengaduan masyarakat;

b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi
penerimaan pengaduan atas usaha dan/atau kegiatan
yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. melaksanakan penyusunan bahan penelaahan dan
verifikasi atas pengaduan;

d. melaksanakan penyusunan bahan usulan rekomendasi
tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

e. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan
pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

f. melaksanakan verifikasi sengketa lingkungan baik di
luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

g. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan,;

h. melaksanakan pengembangan  sistem  informasi
penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha
dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

i melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan
pelaporan kegiatan pada fungsi Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang sebagai
berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pegawai
dibawah ruang lingkup koordinasi sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 27

Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan,



(3)

(4)

(5)

membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan
administrasi pada fungsi penegakan hukum lingkungan
hidup.

Sub  Koordinator dalam  melaksanakan  tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

a. penyiapan rencana kebijakan operasional pada fungsi
penegakan hukum lingkungan hidup;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional pada
fungsi penegakan hukum lingkungan hidup;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pada fungsi
penegakan hukum lingkungan hidup;

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan penegakan pada
fungsi hukum lingkungan hidup.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas manajerial sebagai
berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP,
Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan
unit kerja terkait.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas utama sebagai
berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan
kebijakan pengawasan terhadap wusaha dan/atau
kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

b. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan;

c. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi
hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

e. melaksanakan penyusunan bahan penanganan barang
bukti penegakan hukum secara terpadu;



(6)

(1)

(2)

(3)

f. melaksanakan pembuktian perkara pelanggaran
lingkungan hidup;

g. melaksanakan penegakan hukum pidana dan perdata
terhadap pelanggaran perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup; dan

h. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan
pelaporan kegiatan pada fungsi Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang sebagai

berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pegawai
dibawah ruang lingkup koordinasi sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 28

Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan

administrasi pada fungsi peningkatan kapasitas lingkungan
hidup.

Sub Koordinator  dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional pada
fungsi peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional pada
fungsi peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pada fungsi
peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada fungsi
peningkatan kapasitas lingkungan hidup.



(4)

(5)

(6)

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas manajerial sebagai
berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD,
RKPD, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, PK, IKU,LAKIP,
Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ dan Laporan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis
rencana operasional berupa petunjuk teknis dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan
unit kerja terkait.

Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas utama sebagai
berikut :

a. melaksanakan penyusunan bahan inventarisasi
kebutuhan dan koordinasi peningkatan Kkapasitas
lingkungan hidup;

b. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan
kompetensi penyuluh lingkungan hidup;

c. melaksanakan  penyusunan bahan  fasilitasi
penyuluhan lingkungan hidup;

d. melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok
masyarakat peduli lingkungan hidup;

e. melaksanakan penyusunan bahan  perumusan
kebijakan pemberian penghargaan lingkungan hidup;

f. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan
jenis penghargaan lingkungan hidup dan tata cara
pemberian penghargaan lingkungan hidup;

g. melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan
yang kompeten;

h. melaksanakan penyusunan bahan penilaian dan
pemberian penghargaan;

i. melaksanakan pemberian dukungan program
penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah; dan

J- melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan

pelaporan kegiatan pada fungsi peningkatan kapasitas
lingkungan hidup.
Sub Koordinator dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya, mempunyai uraian tugas penunjang scbagai
berikut :
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a. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginvetarisasi
permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif
pemecahannya, menyusun laporan pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pegawai
dibawah ruang lingkup koordinasi sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 29

Pada Dinas terdapat UPTD untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu.

Pembentukan UPTD serta kewenangan, kedudukan, Stuktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah
diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 30
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok
memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan
keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas
pokoknya bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala
Dinas dan memiliki tanggungjawab koordinatif kepada
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala
UPTD yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketermpilan.
Penctapan Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan sifat,
jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Sub Koordinator
Pasal 31

Sub  Koordinator adalah pejabat fungsional hasil
penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan
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selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat
fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub
Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki
Jabatan Fungsional Ahli Muda;

Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) maka pejabat fungsional jenjang Ahli
Pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang
Penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub
Koordinator Jabatan Fungsional;

Sub Koordinator melaksanakan tugas koordinasi dalam
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu
kelompok fungsi pada masing-masing pengelompokan
uraian fungsi;

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas
usulan pejabat yang berwenang;

Jangka waktu penugasan sebagai Sub Koordinator
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi;

Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub-Koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
Dinas.

Paragraf 10
Kelompok Jabatan Pelaksana
Pasal 32

Kelompok Jabatan Pelaksana memiliki tugas pokok
melaksanakan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Kelompok Jabatan Pclaksana dalam melaksanakan tugas
pokoknya bertanggungjawab secara langsung kepada
Jabatan Administrasi di atasnya atau Pejabat Fungsional
yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator.

Jabatan Pelaksana dikelompokan dalam klasifikasi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil yang menunjukan kesamaan
karakteristik, mekanisme dan pola kerja.

Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 33

Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional
maupun teknis administratif berada di bawah dan
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bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan
hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan
dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Sub
Koordintaor wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
Kepala UPTD dan Sub Koordinator wajib memimpin dan
memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
Kepala UPTD dan Sub Koordinator wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan
masing-masing serta menyampaikan laporan  hasil
pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu menurut
jenjang jabatannya masing-masing.

Setiap laporan yang diterima oleh atasan dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut.

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Sub
Koordinator wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahan.

Pasal 34

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
Kepala UPTD dan Sub Koordinator dapat menugaskan
bawahannya di luar tugas dan fungsi jabatan yang telah
ditetapkan sebagai tugas tambahan sepanjang masih
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
daerah.

Pemberian tugas tambahan dari atasan kepada bawahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mempertimbangkan beban kerja pelaksanaan tugas dan
fungsi Jabatan dari bawahan yang ditugaskan.

Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) harus ditetapkan sebagai target kinerja di dalam Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) dari setiap bawahan yang diberi beban
tugas tambahan.

Bawahan yang diberi tugas tambahan wajib melaporkan
hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan yang
menugaskan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat pelantikan
Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi dan Sub
Koordinator

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Bekasi Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kewenangan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi (Berita Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 99) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 29 Desember 2021

Plt. BUPATI BEKASI,

ttd.
AKHMAD MARJUKI

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 29 Desember 2021

{Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI
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